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IKAPI



Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan YME yang
telah memberikan kelancaran sehingga materi buku ini dapat
diselesaikan dengan baik. Buku yang saat ini berada ditangan
pembaca pada pokoknya merupakan sebuah karya yang
dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh para penulis
dalam buku ini.

Buku ini mengulas berbagai topik terpilih dalam bidang
hukum pidana yang menarik untuk dipelajari antara lain:
Masalah Yuridis Kebijakan Formulai Ketentuan Pidana dalam
UU yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015­2019; Kebijakan
Kriminalisasi Tanaman Kratom sebagai Narkotika Golongan I;
Penerapan Oko Mama dalam Mencegah Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi
Nusa Tenggara Timur; Reformulasi Kebijakan Pemidanaan
terhadap Delik terkait Euthanasia dalam Rangka Pembaharuan
Hukum Pidana Nasional; Pemidanaan terhadap Delik
Pembayaran Upah di bawah Minimum dalam Rangka Mencapai
Tujuan Pemidanaan di Indonesia; Fungsionalisasi Sanksi Pidana



terhadap Tindakan Lalai dalam Inspeksi Pesawat pada Kasus
Lion Air JT­610 dan Analisis Pembuktian Unsur Sengaja dan
Dengan Direncanakan pada Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.

Penelitian yang tertuang dalam buku ini disusun dalam
suasana keterbatasan di masa pandemi COVID­19, sehingga
tentunya banyak kekurangan atau kelemahannya. Oleh sebab
itu, masukan demi perbaikan tulisan ini sangat kami nantikan.
Akhir kata, semoga buku ini dapat memperluas cakrawala
pembaca dalam memahami ragam topik terpilih di bidang
hukum pidana tersebut.

.

Editor

Ade Adhari
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Abstrak

Dalam kurun waktu 2015­2019 terdapat 20 (dua puluh) pengesahan
dan pengundangan undang­undang yang didalamnya terdapat
kebijakan formulasi ketentuan pidana. Bab Ketentuan Pidana dalam
berbagai undang­undang memiliki posisi yang strategis agar norma
hukum pidana dapat operasional dengan baik pada tataran aplikasi
dan eksekusi pidana. Namun dalam tataran in abstracto, formulasi
ketentuan pidana dalam berbagai undang­undang tersebut
mengandung masalah yuridis. Masalah yuridis tersebut antara lain
tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau
pelanggaran, perumusan delik aduan yang tidak baik, tidak adanya
pedoman minimal khusus, tidak adanya aturan dan pedoman
pemidanaan bagi korporasi, dan lain sebagainya. Keberadaan masalah
yuridis harus diatasi karena dapat menjadi salah satu penyebab proses
penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan baik. Upaya
yang dapat dilakukan adalah mengadakan evaluasi sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan atas kebijakan formulasi ketentuan
pidana yang ada pada saat ini.

Kata kunci: kebijakan hukum pidana, kebijakan formulasi, ketentuan
pidana, masalah yuridis.
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